
BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR   a   TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGRA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang :       bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  264  ayat  (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah,   sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023    tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Ken.a  menjadi  Undang-
Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan     Jangka     Menengah     Daerah     Kabupaten
Bondowoso Tahun 2025-2029;

Mengingat :       1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;

2.   Undang-Undang     Nomor      12     Tahun      1950     tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  di  Lingkungan
Propinsi  Jawa  Timur  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun  1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah  Kotapraja  Surabaya dan  Daerah Tingkat  11
Surabaya  dengan  mengubah  Undang-  Undang  Nomor  12
Tahun   1950  tentang  Pembentukan  Daerah-daerah  Kota
Besar   dalam   Lingkungan   Propinsi   Jawa   Timur,   Jawa
Tengah,   |Jawa   Barat   dan   Daerah   Istimewa   Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1965  Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

3.Undang-Undang...



-2-

3.   Undang-Undang   Nomor    25    Tahun    2004    tentang    Sistem
Perencanaan     Pembaligunan     Nasional     {Lembaran     Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004    Nomor    104,    Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

4.   Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah   {Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  224,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587}  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    6    Tahun    2023    tentang
Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti   Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undarig  (Lembarari  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Talnbahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

5.   Undang-Undang   Nomor   59   Tahun   2024   tentang   Rencana
Pembangunari   Jangka   Panjang   Nasional   Tahun   2025-2045
(Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor  194,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2024
Nomor 6987);

6.   Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2025  tentang  Rencana
Pembangunari  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2025-2029
quembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19};

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata     Cara     Perencanaan,     Pengendalian     Dan     Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturari
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjarig
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana  Kerja   Pemerintah   Daerah   (Berita  Negara   Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

8.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor  10 Tahun 2023
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Jawa  Timur
Tahun   2023-2043   {Lembarali   Daerah   Provinsi   Jawa  Timur
Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);

9.   Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Timur  Nomor  5  Tahun  2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjalig Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D};

10. Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Timur  Nomor  3  Tahun  2025
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah
Provinsi   Jawa  Timur  Tahun   2025-2029   (Lembaran   Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahon 2025 Nomor 2 Serf D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2024
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bondowoso
Tahun  2024-2044   {Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bondowoso
Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembara]i Daerah Kabupaten
Bondowoso Nomor 61};

12.Peraturan.„
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso  Nomor  8 Tahun
2024   tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Palijang
Daerah     Kabupaten     Bondowoso     Tahun     2025-2029
(Lembaran   Daerah  Kabupaten   Bondowoso   Tahun   2024
Nomor    8    Talnbahan    Lembaran    Daerah    Kabupaten
Bondowoso Nomor 66};

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KA13UPATEN BONDOWOSO

dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  PERATURAN  DAERAII  TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNGAN
LJANGKA   MENENGAH   DAERAH   KABUPATEN   BONDOWOSO
TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yarig dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.     Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3.     Pemerintah     Daerah     adalah     Pemerintah     Kabupaten

Bondowoso.
4.     Dewan   Perwalalan   Rakyat   Daerah,    yang   selanjutnya

disingkat    DPRD,    Dewan    Perwakilan    Raky.at    Daerah
Kabupaten Bondowoso.

5.     Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

6.     Urusan   Pemerintahan   adalah   kekuasaan   pemerintahan
yang menjadi kewenangan  Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan   oleh   kementeriali  negara   dan   penyelenggara
Pemerintahan    Daerah    untuk    melindungi,     melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

7.     Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yaflg wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

8.     Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahari
yang  wajib  diselenggarakan  oleh  Daerah  sesuai  dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

9.     Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara.

10.   Forum  Koordinasi  Pimpinan  di  Daerah,  yang  selanjutnya
disebut Forkopimda,  adalah forum yang digunakan untuk
membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

11.   Kecamatan   adalah   bagian   wilayah   dari   Daerah   yang
dipimpin oleh Carat.

12.Pemangfu...
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12.   Pemanghai  Kepentingali  adalah  pihak  yang  langsung  atau
tidak  langsung  mendapatkari  manfaat  atau  dampak  dari
perencanaan dari pelaksanaali pembangunan Daerah antara
lain  unsur  DPRD  provinsi  dan  kabupaten/kota,  Tentara
Nasional   Indonesia   {TNI),   Kepolisian   Republik   Indonesia
{POLRI),      Kejaksaan,      akademisi,      Lembaga      Swadaya
Masyarakat/ Organisasi Kemasyarakatan,  tokoh masyaraka.t
provinsi  dari  kabupaten/kota/desa,  dunia  usaha/investor,
pemerintah  pusat,   pemerintah  provinsi,   kabupaten/kota,
pemerintahan   desa,   dan   kelurahan   serta   keterwakilan
p erempuan        (s ep erti       Pemb erdayaan       Ke s ej ahteraan
Keluarga/PKK,    Organisasi    Kewanitaan}    darl    kelompok
masyarakat rentan termarginalkan.

13.   Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan   sumber  daya  yang  dimiliki   Daerah  untuk
peningkatan    dan   pemerataan   pendapatan   masyarakat,
kesempatan kelja, 1apangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenan.gannya.

14.   Perencanaan  pembangunan  Daerah  adalah  suatu  proses
untuk menentukan kebijakan nasa depan,  melalui urutan
pilihan,    yang    melibatkan    berbagai    unsur    peman8]ni
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

15.   Pengendalian  dan  evaluasi  pembangunan  Daerah  adalah
suatu proses pemantauan dan supervisi dalam peHyusunan
dan  pelaksariaan  kebijakan  pembangunan   serta  menilai
hasil  realisasi  kinerja  dan  keuangan  untuk  memastikan
tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

16.   Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah  adalah  pengkajian
dari   penilaian   terhadap   Rancangan   Peraturan   Daerah
Rencana    Pembangunan   Jangka    Panjang    Daerah    dan
Rencana  Pembangunari  Jan8ka  Menengah  Daerah  untuk
mengetahui    kesesuaian     dengan    kepentingari    umum,
dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang
lebih tinggi.

17.   Rencana   Pembarigunan   Jangka   Panjang   Daerah,   yang
selanjutnya disin8kat RPIJPD, adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 20 {dua puluh) tahun.

18.   Rencana  Pembaligunan  Jangka  Menengah  Daerah,  yang
selanjutnya disin8kat RPJMD, adalah dofumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (1ima} tahuri terhitung sejak dilantik
sampai dengari beraThimya nasa jabatari Bupati.

19.   Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen
perencanaan    5    (lima)    tahunan    yang    disiapkan    oleh
Pemerintah   Daerah   dengan   sepenuhnya   menggunakan
pendekatan teknokratik.

20.Rencana...
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20.   Rencana Pembarigunan Tahunari Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Ken.a Pemerintah Daerah, dan selanjutnya
disingkat  RKPD,   adalah   dokumen   perencanaan   Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

21.   Rencana   Strategis   Perangkat   Daerah,   yang   selanjutnya
disebut    dengan    Renstra    Perangkat    Daerah,    adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

22.   Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renja  Perangkat  Daerah,  adalah  dokumen  perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

23.   Rencana  Pembangunan  Jarigka  Panjang  Nasional,  yang
selanj u tnya      disingkat      RPJ PN ,       adalah      dokumen
perencanaan pembangun.an nasional urituk periode 20 (dua
puluh) tahun.

24.   Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional,  yang
s elanj utnya      disingkat      RPJM N ,      adalah      dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima)
tahunan.

25.   Rencana   Ken.a   Pemerintah,   yang   selanjutnya   disingkat
dengari RKP,  adalah dokumen perencanaan pembangunan
nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

26.   Prioritas   Nasional   adalah   penjabaran   visi,    misi,    dan
prograln prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang
telah    dicanarl9kan    semenjak    masa    kampanye,    dali
mempertimbangkan hal penting lainnya.

27.   Program Strategis Nasional adalah prograln yang ditetapkan
Presiden   sebagai  program  yang  memi]iki  sifat  strategis
secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan
dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

28.   Anggarari     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah,     yang
selanjutnya  disingkat  APBD,   adalah  rencana  keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

29.   Kebijakan  Umum  APBD,  yang  selanjutnya  disebut  KUA
adalah     dokumen    yang    memuat     kebijakan     bidang
pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  serta  asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 {satu) tahun.

30.   Prioritas dan Plafon Anggarari Sementara, yang selanjutnya
disingkat  PPAS,   adalah  program  prioritas  dan  patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah   untuk   setiap   prograln   sebagai   acuan   dalam
penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran  Satuan  Ketia
Perangkat Da6rah.

31.   Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode
tahun anggaran yalig bersan9kutan.

32.Belanja...
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32.   Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui
sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih   dalam  periode
tahun anggaran yang bersarigkutan.

33.   Pembiayaan  adalah  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar
kembali dan/atau pengefuaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun anggaran berikutnya.

34.   Rencana   Kelja   dan   Anggaran   Perangkat   Daerah,   yang
selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja   program,   kegiatari   dan   sub   kegiatan   Perangkat
Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar peHyusunan
APBD.

35.   Rencana   Kerja   adalah   dokumen   rencana  yang   memuat
program  dan  kegiatari  yang  diperlukan  untuk  mencapai
sasaran pembangunari.

36.   Kerangka Pendanaari adalah analisis pengelolaan keuangan
Daerah   untuk   menentukan   sumber-sumber   dana   yang
digunakan  dalam  pembangunan,  optimalisasi  penggunaan
sumber   dana   dan   peningkatan   kualitas   belanja   dalam
membiayai   penyelenggaraan   pemerintahan  Daerah   dalam
upaya    mencapai    visi    dan    nisi    Bupati    serta    target
pembangunan nasional.

37.   Perlnasalahan   Pembangunan   adalah   kesenjangan   antara
kineria  pembangunari  yang  dicapai  saat  ini  dengan  yang
direncanakan dan kesenjangari antara apa yang ingin dicapai
di nasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

38.   Isu    Strategis    adalah    kondisi    atau    hal    yang    harus
diperhatikan    atau    dikedepankan    dalarri    perencanaaJi
pembangunan  Daerah  karena  dampaknya  yang  signifikan
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak,  berjangka menengah/panjang,  dari  menentukan
pencapaian tujuari penyelenggaraan pemerintahan Daerah di
masa yang akan datang.

39.   Visi   adalah   rumusan   umum   mengenal   keadaan   yang
diinginkan  pada  akhir  periode  perencanaari  pembangunan
Daerah.

40.   Misi  adalah  rumusan  umum  mengenai  upaya-upaya  yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

41.  Tujuan  adalah  sesuatu  kondisi  yang  akan  dicapai  atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 {1ima) Tahunan.

42.   Sasaran   adalah   rumusan   kondisi  yarig   menggambarkan
terc ap ainya      tuj uan ,       b erupa      hasil      p e mb angunan
Daerah/Perangkat  Daerah  yang  diperoleh  dari  pencapaian
hasil program Perangkat Daerah.

43.   Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagal
prioritas   pembangunan   Daerah/Perangkat  Daerah   untuk
mencapal sasaran.

44.Arah...
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44.  Arah   Kebijakan   adalah   rumusan   kerangka   pikir   atau
kerangka    ken.a    untuk    menyelesaikan    perlnasalahan
pembangunan      dan      mengantisipasi      isu      strategis
Daerah/Perangkat    Daerah    yang    dilaksanakan    secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

45.   Prioritas       Pembangunan       Daerah       adalah       fokus
penyelenggaraali  pemerintah  Daerah  yang  dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

46.   Program  adalah  penjabaran  kebijakan  Perangkat  Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengali menggunakali sumber daya yang disediakan untuk
mencapai  hasil  yang  teru]flir  sesuai  dengan  tugas  dan
fungsi.

47.   Program  pembangunan  Daerah  adalah  program  Daerah
yang    dilaksanakan    oleh    Perangkat    Daerah    sebagai
instrumen arah kebijakari untuk mencapai sasaran RPJMD.

48.   Kegiatan  Peran8kat  Daerah  adalah  serangkaian  aktivitas
sub    kegiatan   pembangunan   yang   dilaksanakan   oleh
Perangkat Daerah.

49.   Sub    kegiatan    adalah    aktivitas    untuk    menghasilkan
keluarari dalam rangka mencapai hasil suatu program.

50.   REnerja    adalah    capaiari    keluaran/hasil/dampak    dari
kegiatan / prograln / sasaran           sehubungan           dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

51.   Indikator Kinelja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur  pencapalari  kineH-a  suatu  kegiatan,  program  atau
sasarali dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dalnpak.

52.   Keluara]i  adalah  suatu produk alchir berupa bararig atau
jasa    darn     serangkaian    proses     atas     sumber    daya
pembangunan. agar hasil dapat terwujud.

53.   Hasil     adalah     keadaan     yang     ingin     dicapai     atau
dipertahankan   pada   penerima   maflfaat   dalam   periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatari dalam satu program.

54.   Dalnpak  adalah  kondisi  yang  ingin  diubah  berupa  hasil
pembangunan/1ayanan   yang   diperoleh   dari   pencapaiari
hasil beberapa program.

55.   Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya
disingkat   Musrenbang   adalah   forum   antar   pemangku
kep entingari      dalaln      rangka      menyusun      rencana
pembangunan Daerah.

56.   Forum  Perangkat  Daerah  merupakan  forum  sinkronisasi
pelaksariaan     urusan     pemerintahan     Daerah     untuk
merumuskan  program  dan  kegiatan  sesuai  dengan  tugas
dan fungsi Perangkat Daerah.

57.Rencana...
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57.   Rencana Tata Ruarig Wilayah,  yang  selanjutnya disingkat
RTRW,    adalah    hasil    perencanaan    tata    ruang   yang
merupakari   penjabaran   strategi   dan   arahan   kebijakan
pemanfaatan    ruang    wilayah    nasional,    provinsi,    dan
kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan
ruang wilayah.

58.   Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingrfungan Hidup,
yang  selanjutnya  disingkat  RPPLH,  adalah  perencanaan
tertulis yang memuat potensi,  masalah lingkungan hidup,
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalaln kurun
waktu tertentu.

59.   Kajian   Ijingkungan   Hidup   Strategis,   yang   selanjutnya
disingkat  dengan  KLHS,  adalah  rangkaian  analisis  yang
sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan
bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/ atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

60.   Sistem  Informasi Pembangunan. Daerah,  yalig  selanjutnya
disingkat    dengan    SIPD,    adalah    suatu    sistem    yang
me ndokumentasikan ,         in engadministrasikan ,         s erta
mengolah data pembangunan Daerah.

61.   Pembangunan   berkelanjutan   adalah   upaya   sadar   dari
terencana   yang   memadukan   aspek   lingkungan   hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk
menjalliin keutuhan lingfungan hidup  serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi nasa
kini dan generasi nasa depan.

62.   Provinsi/Kabupaten/Kota  lainnya  adalah  Daerah  otonom
yang     ditetapkan     sebagai     satu     kesatuan     wilayah
pembangunan     dan/atau     yang     memiliki     hubungan
keterkaitan      atau      pe ngaruh      dalam      p elaks an aan
pembangunan.

63.   Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

RPJMD  Tahun  2025-2029  merupakan  dokumen perencanaan
daerah   sebagai   landasan   atau   pedoman   bagi   Pemerintah
Daerah  dalam melaksanakan  pembangunan  untuk  periode  5
(lima) tahun.

Pasal 3

(1)    Sistematika RPJMD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
2  disusun sebagai berikut:
a.  bab I berisi mengenai pendahuluan;
b.  bab 11 berisi mengenai Gambaran Umum Daerah;
c.   bab  Ill  berisi  mengenai  Visi,  Misi  dan  Fhogram  prioritas

pembanguna Daerah;
d.bab IV...
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d.  bab  IV  berisi  mengenal  Program  Perafl8kat  Daerah  dali
hineH.a penyelenggara Pemerintahari Daerah; dan

e.  bab V berisi mengenai penutup.
(2)   Isi beserta uralan RIUMD Tahun 2025-2029 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   dari   Peraturan
Daerah ini.

Pasal 4

(1)  Bupati  melakukan  pengendaliari  dart  evaluasi  terhadap
RPJMD.

(2)  Pengendalian   sebagalmana   dimaksud   pada   ayat   {1)
meliputi pengendaliari terhadap:
a. kebijakan perencaliaan pembangunan daerah; dan
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

(3)  Evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1)  meliputi
evaluasi terhadap:
a. kebijakan perencanaan pembarigunan daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. hasil rencana pembangunan daerah.

(4)  Pengendalian  dan  evaluasi  sebagaimana dimaksud pada
ayat  (2)  dan  ayat  (3)  dilakukan  oleh  Perangkat  Daerah
yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan
bidang perencanaan.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang merupakari unsur penunjang urusan
pemerintahan   bidang   perencanaan   dalam   melaksanakan
pengendalian    dan    evaluasi    mengacu    pada    ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a.  hasil  pengendalian  dan  evaluasi  menunjukkan bahwa

proses  perumusan  tidak  sesuai  dengari  tahapan  dari
tata  cara  penyusunan  rencana pembangunan  Daerah
yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

b.hasil...
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b.  hasil  pengendalian  dari  evaluasi  menunjukan  bahwa
substansi   yang   dirumuskan,   tidak   sesuai   dengan
Peraturan Daerah ini; dan

c.  terjadi perubahan yang mendasar.
{2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat
dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3
(tiga) tahun.

{3} Perubahan  yang  mendasar  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat   {1)   huruf  c,   mencakup  terjadinya  bencana  alam,
goncangan  politik,  krisis  ekonomi,  konflik  sosial budaya,
gangguan keananan, pemekaran Daerah, atau perubahan
kebijakan nasional.

(4} Perubahan  RPJMD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  {1}
menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat
Daerah.

Pasal 7

Peraturan Bupati Bondowoso Nomor  16 Tahun 2025 tentang
Perubahan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  Tahun  2025
(Berita  Daerah  Tahun  2025   Nomor   16)   dinyatakan  tetap
berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 8

RPJMD    sebagaimana    dimaksud    dalam    Pasal    2    dapat
diberlakukan sebagal RPJMD transisi yang menjadi pedomari
penyusunan   RKPD   Tahun   2030   sebelum   ditetapkannya
Peraturan  Daerah  tentang  RPJMD  Tahun  2030-2034  yang
memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturari
Bupati  Bondowoso  Nomor  11  Tahun  2023  tentang  Rencana
Pembangunarl  Daerah  Kabupaten  Bondowoso  Tahun  2024-
2026   (Berita   Daerah   Kabupaten   Bondowoso   Tahun   2023
Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10...
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  I+embaran
Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal  }0 A9#us 2o;i

D. IIAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
padatanggal  22  Aguttuc lo25

SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN BONDOWOSO,

x   ,.<   ,`     /

FATHUR ROZI

LEMBARAN DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR  6

NOMOR      REGISTER      PERATURAN       DAERAII   KABUPATEN   BONDOWOSO
NOMOR 176-5/2025



PENJELASEN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR  6  TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025-2029

I.   UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan   Nasional   dali   Undang-Undang   Nomor   23  Tahun  2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah
untuk menyusun  sejumlah  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud meliputi:
{1)       Rencana   Pembangunali   Jarigka   Panjang   Daerah   (RPJPD)   yang

merupakan kebijakan pembangunan  dengan jangka waktu 20  (dua
puluh) tahun;

{11)      Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  untuk
jangka waktu 5 {1ima) tahun; dan

(Ill)     Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  {RKPD)  untuk jangka  waktu  1
{satu) tahun.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahuri 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setelah Kepala Daerah dilantik,
diwajibkan  untuk  menyusun  doktimen  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  sebagalmana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
dinyatakan bahwa: "Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam)
bulan setelah kepala daerah teapilih dilantik".

RPJMD   Kabupaten  Bondowoso  Tahun  2025-2029   disusun   selain
berpedoman    pada    dokumen    RPJPD    Kabupaten    Bondowoso,    juga
memperhatikan keselarasannya dengan dokumen RTRW, mengintegrasikan
hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD dalam RPJMD, Keselarasan
dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJMN.

Ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD
yaitu  pendekatan  proses  dan  pendekatan  substantif.  Pendekatan  proses
meliputi   pendekatan   politik;   telmokratik;   partisipatif;   atas-bawah   (fop-
c!oz£;rz,);   dan   bawah-atas   (bo#o77L-ztp).   Sedangkan   pendekatan   substantif
adalah  holistik-tematik;  integratif;  dan  spasial.   Pendekatan  teknokratik
dalam     perencanaan     pembangunan     Daerah     dilaksanakan     dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan  Daerah.

Pendekatan . . .
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Pendekatan  partisipatif  adalah  dengan  mefibatkan  berbagai  pemanglfli
kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan meneriemahkari visi
dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan  jangka  menengah  yarig  dibahas  bersama  dengan  DPRD.
Pendekatan  atas-bawah  dan  bawah-atas  merupakarl  hasil  perencanaari
yang  diselaraskan  dalam  musyawarah  pembangunan  yang  dilaksanakan
mulai dari Desa,  Kecamatan,  Daerah kabupaten,  Daerah provinsi,  hingga
nasional.
Pendekatan  holistik-tematik  dalam  perencanaari  pembangunari  Daerah
dilaks ari akan             de ngan            memp ertimb angkan            ke s eluruh an
unsur/bagian/kegiatan   pembaligunan   sebagai   satu   kesatuan   faktor
potensi,   tantangan,   hambatan   dan/atau   perlnasalahan   yang   saling
berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan
menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus
yang   jelas   dalam   upaya   pencapaian   tujuan   pembangunan   Daerah.
Pendekatan   spasial   dilaksanakari   dengan   mempertimbangkan   dimensi
keruangan dalaln perencanaan.

Penyusunan RPJMD  dilakukari melalui berbagai tahapan yaitu  :
persiapan    penyusunan;    penyusunan    rancangan    awal;    penyusunan
rancangan;  pelaksanaan  Musrenbang;  perumusan  rancangan  akhir;  dan
penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkari sfafeefrozders dali
pemanglfli kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor
23 Tahun  2014  tentang Pemerintahari Daerah  sebagaiman.a telah diubah
beberapa  kali,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015,
perlu   menetapkan   Peraturan   Daerah   tentang   Rencana   Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun
2025-2029.

11.      PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cufup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cufup jelas.

Pasal 6...
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Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukupjelas.

Pasal 9
Cufup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
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